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Advokar - Ronsultan Fkum

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta - 10110

DITERIMA DARI Pemohon

J
U - Selasa
Tanggal : OZ Mei 2023
em 1055 WIB

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dengan hormat,

Kami yang tersebut di bawah ini:

Nama

Nomor Induk Kependudukan
Kewarganegaraan

Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan/Jabatan

Alamat/Tempat Tinggal

Nama

Nomor Induk Kependudukan
Kewarganegaraan

Tempat, Tanggal Lahir
Pekerjaan/Jabatan

Alamat/Tempat Tinggal

: Ahmad Ridha Sabana

: 3174052201720004

: Indonesia

: Banjarmasin, 22 Januari 1972

: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai

GARUDA

: JI. Penjerihan 1 No. 28, Bendungan Hilir,

Tanah Abang, Jakarta Pusat

: Yohanna Murtika

: 1608036906930003

: Indonesia

: Jakarta, 29 Juni 1993

: Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai GARUDA

: JI. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir,

Tanah Abang, Jakarta Pusat

Masing-masing bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal DPP Partai GARUDA, berdasarkan Akta Perubahan Struktur Dewan
Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai
GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan limiawan

1 Komplek Maesanette Blok B No. 16-17
Jl. Percetakan Negara Il
Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat 10560
Telp :021 - 4226358
Fax :021 - 4226358
E-mail : madandpartners@gmail.com




Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tentang
Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 — 2025
berkedudukan hukum di JI. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, dari dan oleh karena itu sah bertindak mewakili DPP Partai
GARUDA.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), dengan ini memberi kuasa kepada:
Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 00.11663
M. Malik Ibrohim, S.H., M.H. NIA: 20.10892

Para advokat dari Kantor Hukum MAD & Partners yang berkedudukan hukum di
Komplek Maesounette Blok B 16-17, Kramat Jaya Baru, Jl. Percetakan Negara
Raya IlI, Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, yang bertindak baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut PEMOHON.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 169 huruf g
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta
Penjelasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya
cukup disebut UU 7/2017 atau UU Pemilu, yang berbunyi:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;”

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya ditulis UUD 1945):
- Pasal 6 UUD 1945:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara
Indonesia  sejak  kelahirannya dan tidak pernah  menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
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(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut

dengan undang-undang.
- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum.

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.

- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatif itu.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

l. KEWENANGAN MAHKAMAH
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-
Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:
1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum?.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945
untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-
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Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji

undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 19457
Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang menyatakan:

‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 7945,

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, yang berbunyi:

‘Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
Pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi
yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini
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telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang.

6. Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:

a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of
Constitution).

b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final
Interpreter of Constitution).

c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian
of Democracy).

d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga
negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights).

e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The
Protector of Human Rights).

7. Dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169
huruf g UU 7/2017 terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan
fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan
pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s
constitutional rights) karena hak konstitusional Pemohon potensi
dirugikan dengan berlakunya norma 169 huruf g UU 7/2017.

8. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak
dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169
huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur
bahwa:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
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a) perorangan warga negara Indonesia;

b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undangundang;

c) badan hukum publik atau privat; atau

d) lembaga negara.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur

dalam UUD 1945.

Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian

konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan

Mahkamah Nomor 006/PUU-I111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang

pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut
dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang
yang diuji;

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud

Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah partai politik yang didirikan

menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November
2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November

2007, dibuat di hadapan limiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta

6



dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-
25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan
Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Selanjutnya,
Pemohon berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia
(Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai
Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam
Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP
Partai GARUDA Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat di
hadapan Ilimiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM masing-masing Nomor: M.HH-
07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 13 Mei 2015 dan Nomor:
M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi
Kepengurusan DPP Partai GARUDA tertanggal 17 Desember 2018 dan
perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan
Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda
Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 30 tertanggal 28 Maret
2022, dibuat di hadapan llmiawan Dekrit Supatmo, S.H, Notaris di
Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM Nomor: M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022
tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA)
Periode 2020 — 2025.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-07.AH.11.02 Tahun
2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur
Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan
Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020 — 2025, Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP
Partai GARUDA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai
GARUDA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai
GARUDA. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP

Partai GARUDA sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan
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permohonan a quo.

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana
Diktum Ketiga huruf g Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Pemohon sebagai Partai Politik “non-parlemen” sebelumnya tidak ikut
membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 35/PUU-XI1/2014 Pemohon memiliki legal standing untuk
mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil
bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan
secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan
suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang
tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan uji Undang-Undang a quo.

Sebagai partai politik “non-parlemen”, maka kesempatan untuk turut
mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat
dilakukan melalui jalur “non-parlemen”. Satu diantaranya dengan
mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf g UU 7/2017
terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan Kkerugian
konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dalam
penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169
huruf g UU 7/2017.

Hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran
yang wajar dapat terjadi, yaitu:

- Pasal 6 UUD 1945:



10.

11.

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan
Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur
lebih lanjut dengan undang-undang.

- Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan.

- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pemohon adalah partai politik yang memiliki hak konstitusional
berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk
mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum
pelaksanaan pemilihan umum dan pada saat ini Pemohon dan gabungan
partai politik lain peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas
(presidential threshold) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
mewakili pendapat dan aspirasi rakyat Indonesia bermaksud untuk
mencalonkan kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang
pernah menjabat kepala daerah berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun
untuk menjadi calon Wakil Presiden.

Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi calon Wakil
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Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 yang

berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden

adalah:

a.
b.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil
Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah
melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat
lainnya;

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta
bebas dari penyalahgunaan narkotika;

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang
berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara
negara,;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara,

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau
DPRD;

terdaftar sebagai Pemilih;

. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan

kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang
dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak

penghasilan wajib pajak orang pribadi;
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12.

n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

0. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih;

g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah
aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang
yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan

t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan
pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun
2024 lainnya telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, hak Pemohon untuk
mengusulkan calon Wakil Presiden (vide Pasal 6 jo 6A ayat (2) UUD
1945) dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi
dengan keberlakuan Pasal 169 huruf g UU 7/2017 karena Pemohon tidak
dapat mencalonkan kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang
pernah menjabat kepala daerah berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun
yang memiliki potensi dan pengalaman dalam pemerintahan untuk
menjadi calon Wakil Presiden. Padahal, setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan
bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang
dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat
(3) jo Pasal 28l ayat (2) UUD 1945).
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13.

14.

Potensi kerugian konstitusional Pemohon bersama dengan gabungan
partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi
persyaratan ambang batas pencalonan yang memperjuangkan hak
konstitusional (vide Pasal 6 Jo Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) untuk
mencalonkan kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang
pernah menjabat kepala daerah berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun
yang memiliki potensi dan pengalaman dalam pemerintahan untuk
menjadi calon Wakil Presiden dalam pemilu menjadi terhambat dengan
keberlakuan norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017. Padahal di sisi lain
tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang berusia dibawah 40
(empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun
diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai
Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah
Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman
Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie
Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29
tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan
Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP. Pun demikian
dalam kekuasaan eksekutif, terdapat beberapa kepala daerah yang
dilantik saat berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah
usia 30 (tiga puluh) tahun yaitu Syahrial berusia 27 tahun saat dilantik
sebagai Wali Kota Tanjungbalai terpilih hasil Pilkada 2020 dan
pemegang rekor MURI sebagai wali kota termuda, Aditya Halindra
berusia 29 tahun sebagai Bupati Tuban, dan Rezita Meylani Yopi berusia
27 tahun saat menduduki kursi Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Dalam perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit jabatan Presiden
atau Wakil Presiden yang dijabat oleh warga negara berusia dibawah 40
(empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat, diantaranya Gabriel Boric
Presiden Chile berusia 35 tahun, Mahamat Deby Presiden Chad berusia
38 tahun, Vjosa Osmani Presiden Kosovo berusia 38 tahun. Selain itu,
Amerika Serikat yang seringkali dirujuk atau menjadi rujukan dalam
penerapan sistem pemerintahan, hukum, dan kenegaraannya, mengatur

syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya
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15.

16.

17.

berumur 35 (tiga puluh) lima tahun.

Oleh karena itu, Pemohon bersama dengan gabungan partai politik
peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan
ambang batas pencalonan memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6 jo
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) untuk mengajukan kepala daerah yang
sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah berusia
di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki potensi dan pengalaman
dalam pemerintahan untuk menjadi calon Wakil Presiden. Hak
konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf
g UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Wakil Presiden berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal Pemohon bersama dengan
gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya telah
memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden untuk mencalonkan Wakil Presiden dengan calon potensial
berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki potensi besar
untuk kemajuan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam
pemerintahan yaitu kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang
pernah menjabat kepala daerah.

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas,
Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan
korelasi norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017 dengan hak konstitusional
(vide Pasal 6 jo Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo
Pasal 281 ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila
ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian
konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab
itu, telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara
kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169
huruf g UU 7/2017.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
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sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-
Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf g
UU 7/2017.

. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1.

Dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan
sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD
1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui partai politik
sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum
sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan
pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat
mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan,
dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara
yang padu.
Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan
kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana
kaderisasi dan rekrutmen calon pimpinan nasional maupun daerah.
Maka, sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan
secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai
politik atau kesepakatan antar partai politik yang berkoalisi.
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf d yang berbunyi:
‘Bahwa Partai Politk merupakan sarana partisipasi politik
masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk
menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”.
Partai politik dalam menyandang fungsinya sebagai penghubung antara

pemerintah dengan masyarakat baik dari bawah ke atas (up ward)
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maupun dari atas ke bawah (down ward) dalam mengembangkan
kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang
bertanggung jawab. Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan
demokratisasi satu diantaranya melalui pemilihan umum, sangat wajar
dalam perkembangannya apabila partai politik dan gabungan partai
politik peserta pemilu 2024 dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
negara dan bangsa saat ini mencalonkan Wakil Presiden yang memiliki
potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara serta memiliki
pengalaman dalam pemerintahan yaitu kepala daerah yang sedang
menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah meskipun calon
tersebut berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

Adapun syarat calon Presiden dan Wakil Presiden telah ditentukan

dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur
lebih lanjut dengan undang-undang.

Selanjutnya syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diturunkan dan

diatur lebih lanjut dengan undang-undang yaitu melalui Pasal 169 UU

7/2017 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;

C. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil
Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan
tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
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kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari
penyalahgunaan narkotika;

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang
memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
terdaftar sebagai Pemilih;

. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan
kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang
dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
wajib pajak orang pribadi;

belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal lka;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung dalam G.30.S/PKI; dan

memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan
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negara Republik Indonesia.

Dengan demikian dalam konteks Pemohon bersama dengan gabungan
partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenubhi
persyaratan ambang batas pencalonan memiliki hak konstitusional (vide
Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) untuk mengajukan calon Wakil
Presiden yang kemudian persyaratan calon Wakil Presiden diatur melalui
Pasal 169 UU 7/2017.

Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun
2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan ambang batas
pencalonan memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan calon Wakil
Presiden dalam pemilihan umum (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD
1945) dan sebagai partai politik adalah hal yang wajar dan beralasan
apabila Pemohon mencalonkan kepala daerah yang sedang menjabat
ataupun yang pernah menjabat kepala daerah meskipun calon tersebut
berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sebagai calon Wakil Presiden.
Hak konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD
1945) potensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU
7/2017. Potensi kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
terjadi apabila Pemohon mencalonkan calon potensial berusia di bawah
40 (empat puluh) tahun yang memiliki potensi besar untuk kemajuan
bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan
sebagai calon Wakil Presiden.

Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam rumusan
Pasal 169 huruf g UU 7/2017 bertentangan dan potensi merugikan hak
konstitusional Pemohon (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945).
Dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan, dan keberlangsungan
stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial, serta mewakili pendapat
dan aspirasi rakyat sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai
politik dan gabungan partai politik peserta pemilu 2024 saat ini
mencalonkan Wakil Presiden yang memiliki potensi besar untuk
kemajuan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam
pemerintahan sebagai kepala daerah yang sedang menjabat ataupun

yang pernah menjabat kepala daerah meskipun calon Wakil Presiden
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10.

tersebut berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

Dalam Permohonan a quo Mahkamah sedang menjalankan fungsi
sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung
hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional
rights) untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas muatan
ketentuan Pasal 169 huruf g UU 7/2017 karena apabila calon potensial
yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebagai kepala daerah
yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah
tidak dapat dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden, maka sudah
dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik bersama
dengan gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang
telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan untuk
mencalonkan Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD
1945) akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon
akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata.

Di sisi lain, Pemerintah dan DPR pun dalam beberapa kesempatan
dalam keterangannya di Mahkamah juga mengakui perlunya
mempertimbangkan aspek fairness dan equality. Pemerintah juga
mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness dan equality
dimana  hal itu  diserahkan kepada  Mahkamah untuk
mempertimbangkannya. Pun demikian, dengan DPR menyerahkan
sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah
ketidakseragaman syarat dapat dikategorikan telah menimbulkan aturan
yang diskriminatif dan menciptakan perlakuan yang berbeda kepada
sesama warga negara Indonesia.

Secara empiris dan historis, dalam kekuasaan legislatif terdapat anggota
DPR RI periode 2019-2014 yang berusia dibawah 40 (empat puluh)
tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun yaitu diantaranya
Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad
Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia
23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun
dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai

Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen
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11.

12.

13.

berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31
tahun dari PDIP.

Pun demikian dalam kekuasaan eksekutif secara empiris dan historis,
terdapat beberapa kepala daerah yang dilantik saat berusia dibawah 40
(empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun yaitu
Syahrial berusia 27 tahun saat dilantik sebagai Wali Kota Tanjungbalai
terpilih hasil Pilkada 2020 dan pemegang rekor MURI sebagai wali kota
termuda, Aditya Halindra berusia 29 tahun sebagai Bupati Tuban, dan
Rezita Meylani Yopi berusia 27 tahun saat menduduki kursi Bupati
Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Namun demikian, untuk calon Wakil Presiden dipersyaratkan berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun melalui ketentuan Pasal 169 huruf
g UU 7/2017. Bagi hemat Pemohon, perbedaan syarat usia yang
demikian merupakan wujud penyimpangan aspek fairness dan equality
serta mereduksi hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan,
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi
oleh konstitiusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945).

Secara komparatif atau perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit
Presiden atau Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh)
tahun ketika dilantik/menjabat diantaranya Gabriel Boric Presiden Chile
berusia 35 tahun, Mahamat Deby Presiden Chad berusia 38 tahun, Vjosa
Osmani Presiden Kosovo berusia 38 tahun, dan Emmanual Macron
Presiden Prancis berusia 39 tahun. Bahkan negara Amerika Serikat yang
seringkali dirujuk atau menjadi rujukan dalam penerapan sistem
pemerintahan, hukum, dan kenegaraan, mengatur syarat calon Presiden
dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya berumur 35 (tiga puluh) lima
tahun. Dalam konteks usia kepala pemerintahan/pemimpin sebuah
negara di negara-negara lain pun, terlepas dari perbedaan sistem
pemerintahan yang dianut, terdapat kepala pemerintahan/pemimpin
yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat

yaitu diantaranya Leo Varadkar Perdana Menteri Ireland berusia 38
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14.

15.

tahun, Mohammed bin Salman Perdana Menteri Saudi Arabia berusia
37, Dritan Abazovic Perdana Menteri Montenegro berusia 37 tahun,
Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia berusia 34 tahun, dan Jacinda
Ardern Perdana Menteri New Zealand berusia 37 tahun

(https://www.insider.com/the-youngest-national-leaders-in-the-world-

ranked-by-age-2017-10#georgias-prime-minister-irakli-garibashvili-is-

40-years-old-9; https://www.barrons.com/news/the-youngest-leaders-in-

the-world-01640005208; https://guardian.ng/news/the-youngest-

leaders-in-the-world/).

Dengan demikian secara komparatif atau perbandingan dengan negara
lain, tidak sedikit Presiden atau Wakil Presiden di negara-negara lain
yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat,
dan terlepas dari perbedaan sistem pemerintahan yang dianut, tidak
sedikit pula kepala pemerintahan/pemimpin di negara-negara lain dalam
hal ini Perdana Menteri yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun
ketika dilantik/menjabat. Bahkan negara Amerika Serikat mengatur
syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya
berumur 35 (tiga puluh) lima tahun.

Secara filosofis dalam konteks negara Republik Indonesia segala daya
dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders lainnya
haruslah dilakukan semata-mata untuk mencapai cita bangsa yang
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 vyaitu untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai
cita bangsa Indonesia tersebut, maka segala hal yang dapat mereduksi
atau menghambat tercapainya cita luhur bangsa Indonesia haruslah
dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, pun demikian
termasuk persyaratan calon Wakil Presiden yang berusia paling rendah
40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf g UU
7/2017. Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, bangsa,

negara, tuntutan zaman, dan perpolitikan serta mewakili pendapat atau
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16.

aspirasi rakyat sangat dimungkikankan partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mencalonkan Wakil
Presiden dengan calon potensial berusia di bawah 40 (empat puluh)
tahun yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara
serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebagai kepala daerah
yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah.

Secara historical yuridis sejatinya sebelum berlakunya UU 7/2017, batas
usia persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah
sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Hal ini dapat dijumpai
dalam pengaturan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 23/2003) serta UU
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008). Dalam ketentuan Pasal 6
huruf g UU 23/2003 diatur mengenai persyaratan calon Presiden dan
calon Wakil Presiden yaitu harus memenuhi syarat berusia sekurang-
kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pun demikian dengan ketentuan
dalam UU 42/2008 khususnya Pasal 5 huruf o yang berbunyi
“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah
berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”, Bahwa dengan
demikian sejatinya Indonesia telah memiliki pengalaman dan historis
peraturan bahwa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden
berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yaitu melalui UU 23/2003 dan
UU 42/2008 yang mengatur persyaratan menjadi calon Presiden dan
calon Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh
lima) tahun. Oleh sebab itu, berubahnya syarat usia calon Presiden dan
calon Wakil Presiden dari 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat
puluh) tahun menurut hemat Pemohon tidak memiliki landasan dan
alasan pembenar yang kuat baik dari seqgi filosofis, historis, empiris, dan
yuridis serta komparatif dengan negara lain. Dalam hal perubahan syarat
batas usia dimaksud semata-mata didasarkan pada alasan kematangan
dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak, maka Pemohon dapat
katakan bahwa batas usia 40 (empat puluh) tahun tidak menjamin

kematangan dan kedewasan dalam berpikir dan bertindak dari
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17.

18.

19.

seseorang. Untuk memperkuat kematangan dan kedewasan dalam
berpikir dan bertindak, maka menurut hemat Pemohon memiliki
pengalaman di pemerintahan justru lebih penting dan utama sebagai
syarat bagi calon (Presiden dan) Wakil Presiden. Oleh sebab itu, menjadi
beralasan hukum apabila persyaratan menjadi calon (Presiden dan)
calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun atau yang berpengalaman dibidang pemerintahan.
Atas dasar pertimbangan inilah, maka Pemohon memohon kiranya
Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas keberlakuan
Pasal 169 huruf g UU 7/2017 semata dalam rangka menjalankan fungsi
sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan pelindung
hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional
rights).
Menurut Pemohon frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”
dalam Pasal 169 huruf g UU 7/2017 adalah perlakuan yang bersifat
diskriminatif, tidak mencerminkan aspek fairness dan equality serta
mereduksi hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan,
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Setiap orang termasuk Pemohon bersama dengan gabungan partai
politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi
persyaratan ambang batas pencalonan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil atau yang bersifat
diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan secara langsung
ataupun melalui suatu pemilihan umum yang sesuai pula dengan Article
21 Universal Declarationof Human Rights yang menyatakan:
1) Everyone has the right to take part in the government of his country,
directly or through freely chosen representatives.
2) Everyone has the right of equal access to public service in his
country.
3) The will of people shall be the basis of the authority of government;

this will shall be expressed in periodic and genuine elections which
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20.

21.

22.

shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret
vote or by equivalent free voting procedures.

Mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan
politik (civil and political rights), Perserikatan Bangsa-Bangsa telah
menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal
dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
yang dalam Article 25 on Civil and Political Rights dimaksud mengatur
sebagai berikut:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the

distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely
chosen representatives;

b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall
be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot,
guaranteeing the free expression of the will of the electors;

c. To have access, on general terms of equality, to public servicein his
country”,

Hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote

and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi,

Undang-Undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan

perlakuan yang bersifat diskriminatif merupakan pelanggaran terhadap

hak asasi dari warga negara termasuk hak Pemohon yang dijamin oleh
konstitusi (vide Pasal 6 jo Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan

ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

Oleh sebab itu, adalah hal yang wajar dan beralasan hak konstitusional

(vide Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945) Pemohon bersama dengan

gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 lainnya yang telah

memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan mencalonkan Wakil

Presiden dengan calon potensial berusia di bawah 40 (empat puluh)

tahun yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara

serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebagai kepala daerah
yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah.

Akan tetapi, hak konstitusional Pemohon tersebut potensi dirugikan
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dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017 yang mengatur
persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun.

23.  Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana
uraian tersebut di atas, maka:
Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169
huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40

(empat puluh) tahun atau yang berpengalaman dibidang pemerintahan”.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk

memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”
dalam Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
atau yang berpengalaman dibidang pemerintahan”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;
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atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Jakarta, 02 Mei 2023

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,

/(),,J\ ///
Desmihardi, S.H., M.H. M. Malik Ibrohim, S.H., M.H.
NIA 00.11663 NIA 20.10892
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